Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Surakarta) by Kriswanto, Helmi
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Surakarta) 
 
NASKAH PUBLIKASI 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
 mencapai derajat Sarjana S-1 Hukum  
pada Fakultas Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh :  
HELMI KRISWANTO 
C 100 070 169 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2015 
\zuna
NlM
Program Studi
Judul Skipsi
PERSETUJUAN NASK,{H PUBI,IK.ASI ILMIAII
i Helml Krlswanto
: C100070169
: Ilmu Hrkum
: Pembagian Hata Be$ama Aldbat dari Perceraian (Studi Kasus
Pengcdilar Agarrrr Kotr SJrakalla,
di
Dengan ini kami menilai tulisan tersebut dapat disetujui untuk dipublikasikiur dalaln bentuk
artikcl publikasi ihniah yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) pada Prograrn Studi Illnu
Huk_urn Univcr'sitas Muhammadiyah Surakarta.
bimbing I
H"-)
Pembimbing II
SH.,SU)
DekanFakullasHukum
uharnnadiyah Suraka.ta,
1 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pembagian harta bersama setelah perceraian 
menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata, 2) mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menentukan pembagian harta bersama setelah dinyatakan putusan cerai di Pengadilan 
Agama Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan 
diteliti yaitu jenis penelitian hukum normative. Metode pendekatan digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan yuridis normative. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder 
dan primer. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan meliputi peraturan, literatur, dan yurisprudensi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembagian harta bersama setelah perceraian 
menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata: a) Pembagian harta bersama setelah 
perceraian menurut hukum Islam didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya 
pada Pasal 96 dan 97 KHI,. b) Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum adat 
dalah menurut adat Jawa. Hukum adat Jawa di Surakarta menganut sistem kekerabatan Parental / 
Bilateral, c) Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 119-138 KUH Perdata. 2) 
Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama 
adalah sebagai berikut: a) Pertimbangan yang mengacu pada alat bukti. b) Pertimbangan yang 
mengacu pada Pasal 35 UUP No. 1 tahun 1974, c) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 88 
Kompilasi Hukum Islam, d) Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 
mengenai presentase pembagian harta bersama.  
 
Kata Kunci: Pembagian , harta bersama, perceraian, pengadilan agama. 
                                                                   Abstract  
       This study aims: 1) To determine the division of joint property after divorce according to 
Islamic law, customary law and civil law, 2) determine the consideration of judges in 
determining the division of joint property after divorce ruling stated in the Religious Surakarta. 
This type of research is used in accordance with the subject matter to be studied are the type of 
normative legal research. Approach method used in this research is normative juridical approach. 
Sources of data in this study are secondary and primary data. Data analysis method used in this 
research is the research literature include regulations, literature, and jurisprudence. 
        It can be concluded that: 1) The division of joint property after divorce according to Islamic 
law, customary law and civil law: a) The division of joint property after divorce according to 
Islamic law is based on Islamic Law Compilation (KHI), especially in Article 96 and 97 KHI, , 
b) The division of joint property after divorce under customary law dalah according to custom 
Java. Java customary law in Surakarta adopts a kinship Parental / Bilateral, c) division of joint 
property after divorce according to civil law stipulated in the Civil Code Act, particularly in 
Article 119-138 of the Civil Code. 2) Consideration of the use of judges in determining the 
division of joint property the decision are as follows: a) Consideration referring to the evidence. 
b) Consideration which refers to Article 35 UUP No. 1 1974, c) Consideration which refers to 
Article 88 Compilation of Islamic Law, d) Consideration which refers to Article 97 Compilation 
of Islamic Law concerning the percentage of the division of joint property. 
 
Keywords: Distribution, joint property, divorce, religious courts 
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PENDAHULUAN 
Sebuah perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhaan Yang Maha 
Esa.
1
 
Semua rumah tangga mengiginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera 
lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja 
dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta 
masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.  
Rumah tangga juga berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu 
mungkin terdapat tujuan, prinsip hidup, harapan dan lainnya yang berbeda, untuk itu perlu 
penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah. Tanpa adanya kesatuan 
tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai 
bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-
hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju 
keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.
2
 
Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri 
tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undangundang No.1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :1) 
                                                          
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 
2
 Susanto, Happy. 208. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian, Jakarta: Visi Media. Hal. 2 
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Kematian 2) Perceraian 3) Atas keputusan Pengadilan. Terjdinya peristiwa-peristiwa dalam rumah 
tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekcokkan antara suami istri akan mengakibatkan 
terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.3. 
Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur 
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang 
sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah: 
1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya 
serta sukar disembuhkan; 
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak 
yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya; 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap 
pihak yang lain; 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  
Alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke 
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat. 4 
Selanjutnya akibat hukum dari perceraian, maka mereka harus menanggung nafkah 
iddah, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan 
pembagian harta gono-gini. Dalam pembagian harta gono-gini yang sering kali menjadi 
                                                          
3
 Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 6 
 
4
 Wantjik, Saleh. 1980 Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.38. 
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persengketaan yang berlarut-larut dan harus diselesaikan oleh pengadilan. Perceraian akan 
membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam 
perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta 
bersama, antara lain: Pasal 35 ayat (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang 
perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan 
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 
penguasan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai 
harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai 
harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena 
perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan 
Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum Islam, hukum adat dan 
hukum perdata barat. 
Untuk itu pembagian harta bersama yang digunakan oleh suami istri setelah perceraian 
adalah pembagian harta bersama menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pembagian Harta Bersama 
Akibat dari Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Surakarta).” 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian menurut Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu 
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.
5
 Berdasarkan hal 
tersebut diatas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti 
yaitu jenis penelitian hukum normatif. 
Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. 
Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
6
 Pada penelitian hukum normatif, bahan 
pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. 
Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari 
penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah 
yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : 
a. Data Sekunder 
Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 
penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, 
perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Kota Surakarta mengenai kasus 
yang terkait.  
b. Data Primer 
1) Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul skripsi, maka lokasi yang dijadikan lokasi penelitian penulis adalah 
Pengadilan Agama Kota Surakarta 
                                                          
5
 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta. Hal. 67 
6
 Ibid. Hal. 13 
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2) Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah hakim di Pengadilan Agama Kota 
Surakarta. Data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta hasil wawancara dengan 
hakim yang pernah mengadili dan memutus kasus perceraian dan pembagian harta bersama 
setelah perceraian. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Data sekunder 
Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan 
(dokumentasi) data sekunder berupa aturan-aturan, artikel maupun dokumen lain yang 
dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam 
pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen.  
b. Data primer  
Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Metode ini dilakukan secara 
langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang 
subjek dan objek yang diteliti, yaitu dengan hakim Pengadilan Agama Kota Surakarta yang 
pernah mengadili dan memutus perkara yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 
meliputi peraturan, literatur, dan yurisprudensi yang ada hubungannya dengan pembagian harta 
bersama dipadukan dengan pendapat responden di lapangan kemudian dianalisis kualitatif, dicari 
pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan 
Hukum Perdata 
Adanya perceraian ini maka secara otomatis akan berdampak pada harta bersama suami 
isteri yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung. Mengenai harta bersama ini, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya pada pasal sebagai berikut: 
Pasal 35 
(1)  Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasan masing-masing si penerima, 
para pihak tidak menentukan lain. 
Pasal 36 
(1)  Harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 
(2)  Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum mengenai harta bersama. 
Pasal 37  
(1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing.  
 
Ketentuan-ketentuan di atas pada intinya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, 
maka harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan isteri. Adapun maksud dari 
perkataan hukumnya masing-masing pada Pasal 37 di atas adalah termasuk ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang 
tidak bertentangan dengan undang-undang lain, yaitu hukum agama, adat dan dan hukum-hukum 
lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut (hukum perdata). Berikut 
ini akan diuraian pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam, adat, dan 
perdata. 
 
 
 
 
8 
 
1. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam 
Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang harta 
bersama adalah sebagai berikut:
7
 
Pasal 85 
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing-masing suami atau isteri. 
Pasal 86 
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena 
perkawinan. 
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami 
tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 
Pasal 87  
(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak 
tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; 
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta 
masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. 
 
Selanjutnya pasal-pasal KHI yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana 
diatur dalam Pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik 
cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama 
tersebut. Selengkapnya sebagai berikut: 
Pasal 96  
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup 
lebih lama. 
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus 
ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar 
keputusan Pengadilan Agama. 
Pasal 97  
                                                          
7
 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 85 - 87 
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Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang 
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  
 
Dari beberapa pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta bersama 
karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan 
pembagian masing-masing separo bagian. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembagian harta 
bersama pasca perceraian tidak menimbulkan sengketa. Namun jika jalan secara damai 
(kekeluargaan) tidak tercapai, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan.  
2. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat 
Pembagian harta bersama akibat perceraian di Kota Surakarta adalah sesuai dengan Hukum 
Adat Jawa. Hukum adat di Surakarta menganut sistem kekerabatan Parental / Bilateral. 
Masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan dengan mengaut garis keturunan dari kedua 
belah pihak orang tua baik dari garis bapak maupun dari garis ibu yang dikenal dengan sebutan 
sistem parental atau  bilateral. Masyarakat Surakarta mengadakan pemisahan Harta Perkawinan 
ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:
8
 
a. Barang asal atau barang yang dibawa kedalam perkawinan, 
b. Barang milik bersama atau barang perkawinan. 
Yurisprudensi yang berkaitan dengan pembagian harta bersama bahwa masing-masing pihak 
mendapat separoh bagian adalah: 
a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 (Reg. No. 387/K/Sip/1958 
menegaskan menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan 
separuh harta gono-gini”. 
b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan 
“bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri”. 
Selain merujuk pada yurisprudensi, pembagian harta bersama masing-masing suami-istri 
mendapat separoh bagian adalah sudah sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku. Menurut 
Hilman Hadikusuma, putusnya perkawinan dikarenakan perceraian maka akibatnya bagi harta 
perkawinan khususnya harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 pihak dengan memperhitungkan 
utang-utang yang dibuat bersama dan kepentingan si anak.
9
  
                                                          
8
 Tolib Setiady. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan. Bandung: Alfabeta. Hal. 274 
9
 Hilman Hadikusuma. Op.cit. 2003. Hal. 43 
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Berdasarkan uraian di atas maka pembagian harta bersama setelah perceraian adalah:  
1) Harta bawaan kembali pada masing-masing pihak yaitu suami atau istri yang membawa ke 
dalam perkawinan.  
2) Apabila perkawinan itu sudah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah 
bercampur dengan harta bersama / harta gono gini, sehingga pembagiannya masing-masing 
suami istri mendapatkan ½ bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut. 
Apabila terjadi sengketa masalah pembagian harta bersama pada masyarakat adat, maka 
anaan penyelesaian penyelesaiannya melalui Kantor Kepala Desa, selanjutnya bilamana di 
Kantor Kepala Desa belum juga bisa diselesaikan maka Kepala Desa memberikan solusi agar 
menempuh jalur hukum yakni melalui Lembaga Pengadilan. 
3) Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Perdata 
Untuk membagi harta bersama setelah perceraian ketentuannya adalah dibagi rata atas 
suami dan istri, tanpa mempersoalkan darimana dan siapa yang memperoleh harta tersebut juga 
terdaftar atas nama siapa. Untuk ketentuan mengenai pengaturan atas pembagian serta besaran 
porsi perolehan masing-masing suami dan istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik 
cerai hidup maupun cerai mati atau cerai hidup, hanya dapat dijumpai dalam pasal 128 KUH 
Perdata:
10
 
Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, 
atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempesoalkan dari pihak mana asal barang-barang 
itu. 
2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Setelah Dinyatakan 
Putusan Cerai di Pengadilan Agama Surakarta 
Berikut ini adalah contoh putusan gugatan harta bersama yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dari Pengadilan Agama Kota Surakarta. Putusan tersebut adalah: Nomor: 
0488/Pdt.G/2012/PA.Ska, antara: Taryanto dengan melawan Sri Margiyani. Yang dulu 
merupakan suami istri yang telah menikah pada 18 Februari 1985 di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan kutipan akta nikah No: 813/38/II/1985 dan 
kemudian telah bercerai pada tanggal 15 Nopember 2011 dengan Akta Cerai No: 
620/AC/2011/PA.Ska yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Kota Surakarta. 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 128 
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Dalam gugatannya (posita) penggugat menyebutkan bahwa selama pernikahan antara mereka 
tersebut telah memperoleh harta bersama sebagai berikut: 
Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya sebagaimana dalam sertifikat Hak 
Milik No. 8306 atas nama Taryanto seluas  200 M2 
Penggugat mohon, kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang c/q Majelis Hakim 
menerima dan untuk menyidangkan perkara ini, serta memberikan putusan sebagai berikut: 
PRIMAIR: 
Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan 
dan menetapkan  bahwa obyek sengketa tersebut (Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang 
ada di atasnya sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No. 8306 atas nama Taryanto seluas  
200 M
2
) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian menghukum tergugat atau 
siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat sehubungan dengan obyek sengketa untuk dibagi 2 
(dua) sama besar nilainya antara penggugat dan tergugat, serta menetapkan sita jaminan dalam 
perkara ini. 
Hakim memutuskan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada 
penggunggat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai 
memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan. Hakim juga 
menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya verset, bading 
maupun kasasi dari tergugat, selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar segala biaya 
yang timbul dalam perkara ini 
SUBSIDER: 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah memberikan jawaban yang 
pada pokoknya adalah : Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami istri yang 
telah bercerai, bahwa benar semasa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai harta 
bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi obyek sengketa, bahwa 
benar bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum dibagi dan ditempati oleh terguga 
bersama anak-anak tergugat dan penggugat, bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan tumah 
yang terdiri dari : Rumah bagian depan seluas  8 x 11 M2, rumah bagian belakang seluas  8 x 8 
M
2
 dua lantai namun lantai kedua belum selesai. Tergugat bersedia membagi harta bersama 
tersebut dengan memberikan tanah dan bangunan rumah di bagian belakang kepada penggugat. 
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MENGADILI 
Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, kemudian menetapkan sebagai hukum 
harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya sebagaimana disebut 
dalam Sertifikat Hak Milik No. 8306 atas nama Tergugat seluas  200 M2 yang terletak di 
Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Yang diperoleh semasa perkawinan 
Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama dan masing-masing berhak seperdua 
bagian atas harta bersama tersebut. 
Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada 
diktum angka 2 tersebut masing-masing seperdua bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara 
natura maka harus dilelang di muka umum dan hasil penjualan lelang dibagi dua antara 
Penggugat dan Tergugat. Kemudian menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada 
Penggugat seperdua bagian harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, menghukum 
Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat 
puluh satu ribu rupiah), menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 
Analisis Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska 
yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam 
pembagian harta bersama adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sengketa yang terjadi pada putusan 
nomor 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska pada pokoknya menyatakan bahwa objek yang 
dipersengketakan adalah sebuah rumah permanent yang dibangun diatas tanah seluas kurang dari 
200 M
2
 yang berlokasi di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah harta 
bersama yang diperoleh selama penggugat dan tergugat masih dalam ikatan pernikahan yang sah. 
Selanjutnya di hadapan pengadilan telah dihadirkan saksi dan bukti tertulis oleh pengggugat 
yakni fotocopy sertifikat yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai. Sedangkan 
pihak Tergugat tidak membantahnya. 
Jadi, berdasarkan uraian diatas pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Surakarta 
dalam hal memutuskan sengketa pada umumnya didasarkan pada pembuktian yang dilakukan 
oleh para pihak. Analogi kasus yang dicontohkan dapat menjadi penggambaran bahwa untuk 
menetapkan sebuah harta, yang merupakan harta bersama tidak cukup hanya berdasarkan adanya 
ikatan perkawinan semata, tidak juga berpatokan dalam aturan yang terdapat dalam hukum 
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positif, kewenangan majelis hakim dalam memutuskan sangat dibutuhkan kasus di atas misalnya 
walau dalam hukum positif secara tegas menyatakan bahwa segala yang didapat dalam 
perkawinan adalah harta bersama. 
Hasil Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:0488/ Pdt.G/2012/PA.Ska seperti 
yang telah diuraikan dalam Amar Putusan adalah terdapat harta bersama. Mengenai akibat 
hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka 
harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang 
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing 
berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta 
bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing.  
Manjelis Hakim mempertimbangkan Pasal 97 KHI untuk menetapkan pembagian harta 
bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk 
tergugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang 
apa yang menjadi haknya. Selanjutnya keadilan dibagi dua yaitu keadilan distributif adalah 
memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya, sedangkan keadilan komulatif 
adalah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama 
adalah sebagai berikut: 
a. Pertimbangan yang mengacu pada alat bukti. Penggugat mengajukan bukti tulisan sehingga 
dapat memberikan keterangan dan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang 
menguntungkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat membantahnya. Alat bukti dapat 
memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum 
untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam golongan harta bersama. 
b. Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 35 UUP No. 1 tahun 1974 yaitu harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian 
harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.  
c. Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bila 
terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang 
berwenang.  
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d. Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai presentase 
pembagian harta bersama. Sesuai dengan Putusan Pengadilan menetapkan pembagian harta 
bersama tersebut ½ (seperdua) bagian untuk penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk tergugat. 
 
Berdasarkan hasil analisis, perkara Nomor 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska tersebut 
permohonan pembagian harta bersama dilakukan dengan cara terpisah. Pihak penggugat dan 
tergugat telah mendapat putusan cerai dari Pengadilan Agama, kemudian untuk tindakan lebih 
lanjut tentang pembagian harta bersama, penggugat menagjukan permohonan pembagian harta 
bersama. Pihak penggugat dan tergugat telah mendapat putusan cerai dari Pengadilan Agama 
Surakarta pada 15 Nopember 2011 yang dituangkan dalam Akta Cerai No: 
620/AC/2011/PA.Ska. Penggugat kemudian mengajukan permohonan pembagian harta bersama, 
dimana gugatan pembagian harta bersama tersebut diajukan pada tanggal 16 Juli 2012. Terdapat 
selang waktu beberapa bulan antara jatuhnya putusan cerai dari Pengadilan Agama dan 
pengajuan permohonan pembagian harta bersama oleh penggugat. 
Permohonan pembagian harta bersama secara terpisah dari gugatan perceraian adalah 
untuk efisiensi waktu, yaitu proses peradilan yang cepat sehingga para pihak yang berperkara 
dapat memperoleh kepastian hukum yang tertuang di putusan dalam jangka waktu yang tidak 
begitu lama setelah perceraian, sehingga para pihak tidak terikat dengan pihak lain dalam 
hubungan perkawinan. Ketika para pihak sudah bercerai, pembagian harta bersama dapat 
dilakukan. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum 
perdata 
a. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam didasarkan pada 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan 
bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing 
mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Pembagian harta bersama karena cerai hidup 
dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-
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masing separo bagian. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembagian harta bersama pasca 
perceraian tidak menimbulkan sengketa. Namun jika jalan secara damai (kekeluargaan) tidak 
tercapai, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan agama.  
b. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum adat adalah menurut adat Jawa. 
Hukum adat Jawa di Surakarta menganut sistem kekerabatan Parental / Bilateral, yaitu sistem 
keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak- ibu), 
diman akedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Apabila perkawinan itu 
sudah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah bercampur dengan harta 
bersama / harta gono gini, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapatkan ½ 
bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut. Apabila terjadi sengketa masalah 
pembagian harta bersama pada masyarakat adat, maka anaan penyelesaian penyelesaiannya 
melalui Kantor Kepala Desa, selanjutnya bilamana di Kantor Kepala Desa belum juga bisa 
diselesaikan maka Kepala Desa memberikan solusi agar menempuh jalur hukum yakni 
melalui Lembaga Pengadilan. 
c. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 119-138 KUH Perdata.  Pengaturan 
mengenai eksistensi harta bersama ini diakui secara hukum formal, termasuk dalam hal 
pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Untuk membagi harta bersama setelah 
perceraian ketentuannya adalah dibagi rata atas suami dan istri, tanpa mempersoalkan 
darimana dan siapa yang memperoleh harta tersebut juga terdaftar atas nama siapa. Untuk 
ketentuan mengenai pengaturan atas pembagian serta besaran porsi perolehan masing-masing 
suami dan istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai 
mati atau cerai hidup dijumpai pada pasal 128 KUH Perdata: Setelah bubarnya harta bersama, 
kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris 
mereka, tanpa mempesoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.  
2. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama 
adalah sebagai berikut: 
a. Pertimbangan yang mengacu pada alat bukti. Penggugat mengajukan bukti tulisan sehingga 
dapat memberikan keterangan dan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang 
menguntungkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat membantahnya. Alat bukti dapat 
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memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum 
untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam golongan harta bersama 
b. Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 35 UUP No. 1 tahun 1974 yaitu harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian 
harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.  
c. Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bila 
terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang 
berwenang.  
d. Pertimbangan yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai presentase 
pembagian harta bersama. Sesuai dengan Putusan Pengadilan menetapkan pembagian harta 
bersama tersebut ½ (seperdua) bagian untuk penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk 
tergugat 
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